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ABSTRACT

Constitution 1943 jo 27 (2) UU No.25,1997, it is human
right that every people has chanced to get job which gives good

incomes to fimance his/her lifes. Therefore, government as

public sevices must pay close attention the effect how to
broaden Jjob opportunities, howefer, as matter of fact there are
not equal between job opportunities and labor forces. Indeed,
unemployment problems tend to increase because of monetary
crisis. This condition has forced many companies fire (PHK)
their employees.

In order to overcome the increasing un employment problem,
street vendors which 1s one of informal business can be as
solution to absorb labor forces especially for poor people.
Goverment especially regional government must encourage and
support this street vendors Business.

This research will examine government Supporty to

Street wvendors business through government policies, rules

regional and protection guarantees for their business, etc.

The main goal this research is to know big government
support to Street Vendors business.

The method which is selected in this research is socio
legal research. Samples are used Purposive Sample from
Street Vendors population in Kotamadia Dati I! Semarang.

From this research, we drew a conclution that majority of
Street Vendors specially Street Vendors which are placed in
certain location statisfied with government support to their
business. These support can be proven by organising Management
Regional unit which has special job te find out Street Vendors
problems, relocating Street Vendors business, giving capital
aid, etc.



ABSTRAK

Sebagaimana dimanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, bekerja
untuk mendapatkan penghaasilan bagi suatu kehidupan vamg lavak
adalah hak bagi tiap—-tiap warganegatra. Demikiam juga dalam UU
No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan diantaranya juga
menyebutkan bahwa tiap tenags kerja berhak atas pekerjaan dan
penghasilan vyang layak. Berdasar hal ini maka penyediaan
lapangan kerija pertama—-tama merupakan tanggungjawab negara
sebagail pelayanan publik, Namun - kenyataan menunjukan bahwa
jumlah tenaga kerja jauh lebib banyak dibandingkan dengan
kesempatan dan lapangan kerja yang ada. Apalagi dengan adanva
krisis moneter yang mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran
akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh
perusanaan—perusahaan.

Dalam kondisi vang memprihatinkan tersebut, keberadaan
pedagang kaki lima merupakan salah satu wusaha informal vyang
dapat menampung tenaga kerja dan memberikan alternatif bagi
masyarakat kecil. Dalam kondisi vang memprihatinkan sekarang
ini hendaknya pemerintah (Pemerintah Daerah) bertindak pro aktif
mendorong usaha PKL yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Penelitian  ini akan mengkaji bagaimana pemerintah
memberikan dukungan terhaaadap kegiatan PKL tersebut yang
diwujudkana dalam kebijakan-kebijakan, peraturan daerah, jaminan
perlindungsn usaha, dsb.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
keberpihakan pemerintah terhadap usaha PKL tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis
Sosiclogis dengan populasi PKL di Kodia Dati II Semarang. Sampel
diambil secara Purposive SBampling.

Hazil wutamsa dari penelitian ini, sebagian besar PKL
khususnya vang sudah ditempatkan merasa bahwa selama ini
pemerintah (pemerintah daerah) cukup memberikan dukungan usaha
PKL. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakarn pemerintah,
misalnya mengenal pembentukan UPD (Unit Pengelola Daerah ) PKL
vang khusus mengurusi masalah PKL, pengaturan tempat usaha PKL
serta pembinaan PKL, bantuan modal, dsb.
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Allabh SWT vang telah
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merupakan wadah untuk menyumbangkan ~buah pemikiran terhadap
usaha pembangunan nasional. '

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa karena
berbagai keterbatasan vyang ada pada diri kami, laporan
penelitian ini masih banyak mengandung kekarangan. Namun
demikian kami berharap hendaknya laporan 1ini dapat memberi
manfaat bagi para pembaca.
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BAB 1

PENDAHULUAN
Beberapa waktu yang lalu Indonesia mengalami era
pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Pada Periode 1970 - 1980

tingkat pertubuhan ekonomi (Gross Domestic Produckt, GDP) vang
dicapai sebesar 7,6 % per tahun (World Bank, World Bank
Development Report, 1982). Tingkat pertumbuhan demikian jarang
dialami baik oleh negara berkembang maupun negara maju pada
periode yéng sama. Seéara keseluruhan dalam perigde 23 tahun
(1948-1293) rata—-rata tingkat pertumbubhan ekonomi Indonesia
sebesar 4,4 Y per tahun. Namun demikian masih ada beberapa
permasalahan yang belum terpecahkan, berupa masalah

ketenagakerjaan.

Berdasar perkiraan data yvang ada, pada tahun 2000 lebih
dari 20 juta angkatan kerja Indonesia akan menganggur. Hal ini
berarti akan mengalami peningkatan hampir 400 persen atau empat
kali lipat dibandingkan dengan angkd penganggutan pada tahun
1290 dan meliputi delapan persen dari total angkatn kerja vang
ada. Belum lagi jika melihat kondisi ekonomi vyang menghadapi
krisis moneter yang berkepanjangan sejak bulan juli 1997. Dunia
ketenagaker;aan Indonesia kini semakin menghadapi masalah
besar. Angka pengangguran dalam negeri vyang tahun 1996 sudah
menjadi 7,7 persen dari jumlaah angkatan kerja. Sedangkan tahun
1997 lalu terjadi penambahan pengangguran terbuka sebanyak 1,4
Jjuta orang. Jumlah persentase tenaga kerja pengangguran ini
pada tahun 1997 diperkiraakan menjadi 10 persen dari total
angkatan kerja. Dengan angka 10 persen berarti ada sekitar 9,7
Juta mengannqgur dilihat dari angkatan kerjaa gsaat ini vang
sekitar 1,3 juta oranmg dari tambahan angkatn kerja sekitar 2,7
Juta orang. Sisanya menjadi tembahan pengangguran terbuka. Total

pengangguran akan melampuil 10 juta orang (Kompas, Januari [898D.

‘ Keadaan krisis moneter yang melanda Indonesia yang diikuti
dengan penurunan kegiatan usaha telah menimbulkan persocalan
pelik di bidang ketenagakerjaan., Terjadi peningkatan pemutusan

Hubungan Kerja, kehilangan pekerjaan karena penurunan kegiatan



2
Hubungan Kerja, kehilangan pekerjaan karena penurunan kegiatan
ugaha di masyarakat dan menjadi berkurangnya penghasilan
pekerja karena berbagai langkah penghematan. Terlebih-lebih jika
dilihat penghasilan riil yang turun akibat inflasi pada tahun
1897 mencapal 11 persen dan pada tahun 1998 melonjak menjadi
hampir 40 persen. Kenyataan yang ada ini tidak dapat dibiarkan
karena bagaimanapun juga semua orang perlu makan dan penghasilan
belum lagi maasslah kerawanan sosiaal yang akan muncul, sehinggsa
tidak dapat diabaikan eataupun ditunda lagi bahwa masalah
pengangguran harus secepatnys diatasi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD ‘1845
bekerja untuk mendapatkan penghaasilan bagi suatu penghidupan
vang layak adalah haak bagi tiap-tiap warganegara. Demikiasan pul
dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1987 tentang Ketenagakerjaan
diantaranya juga menyebutkan bahwa tiap tenaga kerjs berhak atas
pekrjaan dan penghidupan vyang layak bagi kemanusiaan. Oleh
karena itu pertama-tama adalah tangungjawab negara sebagail
pelaksana pelayanan publik untuk : a) penyediaan lapangan
pekerjaam dan pengembangan sumberdaysa manusia sebagal tenaga
kerja baik daari segi kuantitas dan kualitas serta b) penyebaran
tenaga kerjs yang efisien dan efektif (Tripanaji, Prisma, 19895,

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan
ketenagakerjaan pasca krisis moneter, mulai dari penyediaan nasi
bungkus yang dipopulerkan ocleh sazlaah satu menteri sosial pada
masa pemerintahan orde baru, hingga paket padat karya yang
diluncurkaan tiap-tisp pemerintah daerah, namun beberapa
diantaranya disalahgunakan oleh oknum aparat pemerintahan hingga
pada kesempatan penyaluran tenaga kerja yang terkena PHK untuk
menjadi pendamping Koperasi Unit Desa (KUD). Namun demikian
kenyataan menunjukkan bahwa jumls tensga kerja jauh lebih .banyak
dibandingkan dengan kesempatan dan jumlah lapangan kerja yang
ada. Dengan demikian tidak dapat mengurangi tingginya aangka
pengangguran serta semakin sulitnysa memperoleh . pekerjasan.
Demikian pdla setiap kesempatan kerja vang ada selalu
diperebutkan oleh banyak calon tenaga kerja vyang memenuhi
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persyaratan dan kualifikasi vyang dibutuhkan saja vang akan

memperoleh kesempatan untuk diterima.

Apabila melihat kenyataan yang demi<ian itu, tentunya perlu
adanya alternatif dan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan
ketenagakerjaan vyang memprihatinkan tersebut, Berdasarkan
analisis sensus penduduk tahun 1990 mengungkapkan bahwa
kesempatan pekerjaan di sektor tersier daerah perkotaan mencapai
hampir tiga kali lipat dari sektor manufaaktur atau sektor
sekunder. Demikian pula disebutkan bahwa sektor informal
khususnya pedagang kaki lima merupakan satu—-satunya harapan

mereka untuk memperoleh pendapatan dan pekerjaan.

Pada beberapa waktu yang lalu keberadaan pedagang kaki
lima menjadi masalah yang menarik. Kehadirannya sering dikaitkan
dengan ketertiban dan keindahamn kota. Bahkan berbagaei tindakan
pemerintah dilakukan untuk menertibkan mereka. Berbagai tindakan
pelarangan, pengusiran bahkan sampai penyitaan barang-barang

dagangan dilakukan oleh aparat penertiban kota.

Namun demikian pada kenyataan berbagai tindakan pemerintah
tersebut tidak pernabh mengurangi jumlah pedagang kaki lima untuk
tetap menjaalankan usahanya. Kondisi perekonomian dan dunia
ketenagakerjaan | yang memprihatinkansekarang ini tentunya
pemerintah justru barus bertindak pro aktif mendorong kegiatan
usaha yahg dilakukan masyarakat tersebut. Karena pada
kenyataannya kondisi perekonomian yang terpuruk, banyak sektor
usaha formal mengalami kegoncangan disisi lain sektor usaha
informal banyak menampung tenaga. kerja dan Bahkan memberi

altermatif usaha bagi amsyarakat kecil.

Melihat pada kenyataan sektor - usaha informal khususnya
pedagang kaki lima yang mempunyai poetnsi untuk menampung tenaga
kerja, maka perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk
bersikap preoaktif dalam mendukung kegiatan mereka tersebut. Hal
ini mengingat pula telah dikeluarkannya Undang—undang Nomor 9
tahjun 1995 tentang Pembiayaan wusaha kecil yang memberikan

kesempatan agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan



vang sama dan dukungan berusaha seluas~-luasnvya, sehingga
berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Demikian pula
dengan adanya Inpres Nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan
Nasional Memaasyarakatkan dan Membudayvakan Kewirausahawan yang
meskipun merupakan produk kebijaksanaan pemerintah 0Orde Baru
namun cukup relevan apabila melihat tujuannya vyang berupava
untuk memberikan perhatian dan komitmennya untuk memberdayakan
kegiatan ekonomi rakyat kecil yang lemah dari segi permodalan,

segl manajemen serta pemasaran.

Pembinaan dan pengembangan adalah upaya vang perlu
dilakukan pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas untuk
menumbuhkan dan meingkatkan kemampuan wusaha mereka agar menjadi
usaha vyang tangguhb dan mandiri. Karena pada kenyataannya apabila
pemerintah daerah dapt mengelola dengan baik akan memberi banyak
sumbangan dan pemasukan pendapatan pemerintah daerah. Disamping
membuka kesempatan lapangan kerja disisi laim akanm mengembangkan
kegiatan masyarakat ekonomi lemah. Demikian pula dengan
pengaturan dan penataan yang baik dapat menjadi bagian dari
sapta pesona wisata memberikan ciri khas suatu daerah sehinggsa

menjadi “'aya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Berdasar uraian di atas , maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Faktor—-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk memilih
sektor informal sebagai pedagang kaki lima 7
2. Bagaimana keberpihakan pemerintah dalam memberikan dukungan
terhadap kegiatan informal khususnya pedagang kaki lima yang
diwujudkan dalam bentuk kebiajakan—-kebijakan, Jaminan
perlindungan usaha, dukungan permodalan maupun

fasilitas~fasilitas lain yang diperlukan 7





